
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 2 6  TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 67
TAHUN 2009 TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA

TEKNIS DI LINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a .  b a h w a  berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah
Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas
dan Badan  d i  Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah, telah dilakukan perubahan nama jabatan
pada U n i t  Pelaksana Tekn is  Laboratorium, Pembinaan,
Pengujian Mutu  dan Hasil Perikanan dan perlu dilakukan
penyesuaian Ura ian ,  Tu g a s  d a n  F u n g s i  sebagaimana
tercantum da lam Peraturan Gubernur  Sulawesi Tengah
Nomor 67 Tahun 2009 tentang Uraian, Tugas dan Fungsi
Unit Pelaksana Teknis d i  Lingkungan Dinas Kelautan dan
Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

b. b a h w a  berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam h u r u f  a  pe r lu  menetapkan Peraturan Gubernur
tentang P e r u b a h a n  Atas  Peraturan Gubernur  Sulawesi
Tengah Nomor 67 Tahun 2009 ten tang Uraian Tugas Dan
Fungsi U n i t  Pelaksana Te k n i s  D i  L ingkungan D i n a s
Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat :  1. Undang-Undang N o m o r  1 3  T a h u n  1 9 6 4  t e n t a n g
Penetapan P e r a t u r a n  Pemer in tah  Penggan t i  U n d a n g -
Undang N o m o r  2  Ta h u n  1 9 6 4  t e n t a n g  Pembentukan
Daerah Tingkat  Sulawesi Tengah d a n  Daerah Tingkat  I
Sulawesi Tenggara  d e n g a n  mengubah  Undang-Undang
Nomor 47  Prp  Tahun  1960 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I  Sulawesi Utara-Tengah d a n  Daerah Tingkat  I
Sulawesi Selatan -  Tenggara (Lembaran. Negara Republ ik
Indonesia Tahun 1964 Nomor 7)  menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94,
Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor
2687);
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2. Undang-Undang N o m o r  3 2  T a h u n  2 0 0 4  t e n t a n g
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2 0 0 4  Nomor  125 ,  Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12  Tahun  2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2 0 0 4  tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran
Negara Repub l i k  Indonesia Ta h u n  2 0 0 8  N o m o r  5 9 ,
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor
4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor  4 1  Ta h u n  2 0 0 7  tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun  2007 Nomor 89 ,  Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 7  Tahun  2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah;

5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor  0 6
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas
Daerah Prov ins i  Sulawesi  Te n g a h  (Lembaran Dae rah
Provinsi Su lawes i  Te n g a h  Ta h u n  2 0 0 8  N o m o r  6 ) ,
sebagaimana t e l a h  d i u b a h  dengan  Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 40);

6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 0 5  Ta h u n
2009 tentang Organisasi dan  Ta ta  Kerja Un i t  Pelaksana
Teknis Pada Dinas dan Badan d i  Lingkungan Pemerintah
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana telah diubah
dengan Pera tu ran  Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 45
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur
Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Organisasi
dan Ta t a  Kerja U n i t  Pelaksana Teknis Pada Dinas dan
Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan P E R A T U R A N  GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 67
TAHUN 2009 TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT
PELAKSANA TEKNIS D I  LINGKUNGAN DINAS KELAUTAN
DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 67
Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Uni t  Pelaksana
Teknis di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun  2009 Nomor 67)
diubah sebagai berikut :
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1. Ketentua.n Pasal 3  ayat (3) huruf c diubah, sehingga Pasal 3  berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 3
(1) Susunan organisasi UPT Pelabuhan Perikanan, terdiri atas :

a. Kepala;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Sek.si Tata Operasional; dan
d. Seksi Pelayanan Jasa Pelabuhan.

(2) Susunan Organisasi UPT Perbenihan Perikanan, terdiri atas :
a. Kepala;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Perbenihan Ikan Air Tawar; dan
d. Seksi Perbenihan Ikan Air Payau dan Laut.

(3) Susunan Organisasi UPT Laboratorium, Pembinaan, Pengujian Mu tu
dan Hasil Perikanan, terdiri atas :
a. Kepala;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Pengujian Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan; dan
d. Seksi Pengendalian Mutu Hasil Perikanan.

2. Ketentuan Pasal 17  ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 17
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17
(1) Seksi Pengujian M u t u  dan  Pengolahan Hasi l  Perikanan mempunyai

tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan d a n  melaksanakan
kegiatan Pengujian Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan.

(2) Uraian tugas Seksi Pengujian Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan,
meliputi :

a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pengujian
Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan;

b. menghimpun p e r a t u r a n  perundang-undangan, p e d o m a n  d a n
petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan bidang Pengujian Mutu dan
Pengolahan Hasil Perikanan;

c. menyiapkan bahan dan melakukan sosialisasi pelaksanaan di bidang
Pengujian Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan;

d. merencanakan, mempersiapkan d a n  melakukan kegiatan tekn is
berupa pengkaj ian d a n  pengembangan Penguj ian M u t u  d a n
Pengolahan Hasil Perikanan;

e. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan
di bidang Pengujian Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan;

f. mengumpulkan data dan melakukan analisis data Pengujian Mutu
dan Pengolahan Hasil Perikanan;

g. menyiapkan bahan dan data untuk menyusun pertimbangan teknis
kegiatan di bidang Pengujian Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan;

h. menyelenggarakan kegiatan b idang  pengelolaan d a n  informasi,
bimbingan edukat i f ,  registrasi  mengenai Penguj ian M u t u  d a n
Pengolahan Hasil Perikanan;

i. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Pengujian
Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan;
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j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
k. men.yiapkan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan

laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengujian Mu tu  dan Pengolahan
Has il Perikanan.

Pasal H
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 27  Februari 2013

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan. di Palu
pada tanggal 27 Februari 2013

SEKRE S  DAERAH PROVINSI
S U L A N T  TENGAH,

AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2013 NOMOR : 244
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